BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti
dapat menarik kesimpulan, yakni sebagai berikut:
1. Implementasi Pasal 13 Huruf D Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
13/M.DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan
Surat lIzin Usaha rumah makan di Kota Gorontalo, dimana bahwa
kegiatan yang menjual barang dan/atau jasa yang tidak mempunyai
tanda daftar dari Instansi teknis yang berwenang, khususnya bagi
barang dan/atau jasa yang wajib terdaftar menurut ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dengan melalui Pendaftaran Izin
Usaha Industri diajukan langsung oleh Pemohon kepada Walikota
Gorontalo melalui Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Kota Gorontalo dengan mengisi beberapa
formulir, yaitu formulir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda
Daftar Industri (TDP), Izin Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga,
dan Izin Bangunan (HO).
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan Pasal 13 Huruf D
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M.DAG/PER/3/2006
tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat lzin Usaha rumah

makan di Kota Gorontalo terdiri dari faktor Peraturan Perundang-
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Undangan, faktor Aparatur Pemerintah Daerah dan faktor kesadaran
masyarakat itu sendiri.
5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan
beberapa saran dan masukan agar proses pengungkapan tindak pidana pencemaran
nama baik dapat berjalan sesuai mekanisme yang ada:

1. Bahwa Pemerintah Kota Gorontalo supaya lebih tegas dalam
penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak melengkapi
perizinan usahanya dan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran
sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Gorontalo supaya rutin dalam melakukan sosialisasi dan penyampaian
informasi kepada masyarakat dan badan usaha pengembang industri
rumah tangga di Kota Metro tentang pentingnya lIzin Mendirikan
Industri Rumah Tangga.

3. Masyarakat supaya sadar akan pentingnya perizinan dalam mendirikan
industri rumah tangga, sehingga segera mendaftarkan usaha industri

rumah tangganya secara legal.
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